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7.190 PESERTA DIDIK DI PALANGKA RAYA TERIMA BANTUAN PIP 

 
Sumber gambar: https://kalteng.antaranews.com/ 

Palangka Raya (ANTARA) - Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Kalimantan 
Tengah menerima bantuan sosial Program Indonesia Pintar (PIP) sebanyak 7.190 untuk 
peserta didik yang berada di daerah setempat. 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Jayani di Palangka Raya, Selasa, 
mengatakan peserta didik yang akan mendapatkan bantuan sosial PIP tersebut yakni 
mereka yang duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) dengan jumlah kuota 7.190 orang. 

"Masing-masing peserta didik yang menerima bantuan sosial PIP tersebut di tingkat 
SD menerima sebesar Rp450 ribu per orang dan SMP sebesar Rp750 ribu per orang dan 
bantuan tersebut khusus di 2024 saja," kata Jayani. 

Jayani menuturkan, bantuan dari pemerintah pusat tersebut tentunya sebagai 
langkah pemberian pendidikan yang layak agar para peserta didik di daerah setempat 
lebih semangat untuk belajar. 

Bantuan itu tersebut tentunya tidak boleh dibelikan hal-hal yang aneh-aneh, selain 
membeli peralatan sekolah seperti buku, seragam sekolah, biaya les atau biaya 
transformasi peserta didik ke sekolah. 

"Peserta didik yang mendaftarkan PIP adalah mereka dari keluarga miskin, 
kemudian berpenghasilan rendah. Program ini juga untuk memotivasi peserta didik agar 
terus melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi," bebernya. 

Mantan sekretaris Disdik Kota Palangka Raya itu juga mengungkapkan, 
bahwasanya sistem penyaluran bantuan PIP ini dilakukan oleh sekolah ke masing-masing 
rekening peserta didik. 

Ia juga menyebutkan, untuk peserta didik yang menerima program tersebut 
berdasarkan mekanisme pengusulan dari sekolah masing-masing. Bahkan setelah-
sekolah melakukan penginputan data peserta yang menerima, maka Dinas Pendidikan 
Kota Palangka Raya juga akan memverifikasi data tersebut. 
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"Ini usulan pertama dari Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, kemudian usulan 
tersebut kita kirim ke pusat dan nantinya mereka yang akan menentukan siapa yang 
berhak menerima bantuan itu," demikian Jayani. 
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Catatan: 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 
tentang Program Indonesia Pintar mendefinisikan Program Indonesia Pintar yang 
selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan 
kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa 
yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. PIP 
bertujuan untuk: meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 
(dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan 
pendidikan menengah untuk; mendukung pelaksanaan pendidikan menengah 
universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; mencegah peserta didik dari 
kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan 
ekonomi; menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali 
mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan 
belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, 
atau balai latihan kerja; meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di 
Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara 
ekonomi; meningkatkan prestasi Mahasiswa pada bidang akademik dan nonakademik; 
menjamin keberlangsungan studi Mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, 
atau tertinggal, dan/atau menempuh studi pada perguruan tinggi wilayah yang terkena 
dampak bencana alam atau konflik sosial; dan/atau meningkatkan angka partisipasi kasar 
pendidikan tinggi. 
 


